YANG MAHA ESA

gkat pertama, dalam
perkara cerai gugat

ember 1994, agama
pekerjaan Karyawan
Desa Milangodaa,
abupaten Pohuwato,

1 Januari 1991, agama Islam,

A, pekerjaan Petani, bertempat

geler J/r angodaa, Kecamatan Popayato Timur,
gtcng@onuwato, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 19 Februari 2024, dengan
register perkara nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2013, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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&natan Popayato, Kabupaten
ipan Akta Nikah Nomor

gat tinggal bersama di
ecamatan Popayato

ecamatan Popayato
di karuniai 1 orang
Pukoi usia 10 tahun,
elas IV, dan saat ini
all Penggugat;

angga Penggugat dan

eralkohol hingga mabuk,
memukul Penggugat di
gian lengan, bahkan sampai

rokok.

N r/ C Penggugat sering merasa kesakitan
0 DETTHOUN0 k.S I istri dengan Tergugat;

6. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat
karena malas bekerja, sehingga yang sering memenuhi kebutuhan sehari-
hari hanya orang tua Penggugat;

7. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2013, dimana Tergugat
memaksa Penggugat untuk berhubungan suami istri, namun Penggugat
menolak karena baru saja melahirkan, sehingga Tergugat marah dan pergi
meninggalkan Penggugat, kemudian Tergugat tinggal di rumah orang tua
Tergugat di Desa Milangodaa, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten
Pohuwato sampai sekarang. sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
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gaimana dimaksud dalam
dan untuk itu Penggugat
isa kiranya berkenan

8 yang timbul dalam

gat mohon kepada
a berbunyi sebagai

orang lain untuk menghadap sebagai
yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, sesuai dengan relaas nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 23 Februari
2024 & 29 Februari 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai
dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Akta Nikah nomor Kutipan
i 2013, dikeluarkan oleh
Kabupaten Pahuwato
an dan telah sesuai

saksi yang masing-

Torsiaje, tanggal 21
| bertempat tinggal di
n Popayato Timur,

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi

perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat

bertengkar;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras
sampai mabuk;
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inggal bersama saksi,

gal bersama orang tua

dan Tergugat sudah

ah  mendamaikan

il dan tidak sanggup

Popayato, Kabupaten
t agama Islam dan telah

persidangan yang pada

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di
rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah
orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak dan anak

tersebut dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat

bertengkar;
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bersama saksi,

bersama orang tua
dan Tergugat sudah

g€érnah  mendamaikan

/ n putusan ini, maka ditunjuk semua
lag@Cara sidang merupakan bagian yang tidak

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di

persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap
di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
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an Surat Panggilan (relaas)
Tergugat telah dipanggil
bahwa tidak datangnya

mendamaikan pihak
gfugat mengurungkan

sil, dengan demikian
isal 82 Undang-Undang
agaimana telah diubah

~‘r’ miaiersie Al ay perubahan kedua dengan

\-“"""-

dapat dilaksanakan mediasi
ahun 2016, karena Tergugat tidak

Dalam Pokok

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini
adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak
ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu
yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang
termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Alat Bukti

Halaman 7 dari 14
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



publik Indonesia

83 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH

an dalil-dalil gugatannya;

i-saksi tersebut dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii gugatan Penggugat
dihubungkan dengan alat bukti Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta
sebagai berikut:

¢ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah pada tanggal 25 Mei 2013;

¢ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup
bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan tinggal di
rumah orang tua Tergugat;

e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai

Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



publik Indonesia

gat dalam petitum
pagai berikut:

ndang No. 1 Tahun
elakukan perceraian

memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990
tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996
nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian
dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus mempersoalkan
siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga,
namun harus melihat keadaan perkawinan a quo apakah masih dapat
dipertahankan atau tidak, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan
mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi
terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara Penggugat dan Tergugat;
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pertengkaran dalam rumah
ik antara Penggugat dan
pukul dan/atau reaksi fisik
enggugat dan Tergugat,
pgrselisihan secara non-
perbedaan keinginan,
, yang menyebabkan
harmonis, tidak lagi
at, seperti layaknya

lagi hidup bersama
i istri, dan tidak lagi

ini merupakan salah

K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah
satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan
tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut
menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak
saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan
pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah

tangga;
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) telah bertekad ingin bercerai
anya, upaya damai telah
erta pihak keluarga dari
i untuk mendamaikan
memenuhi ketentuan
t menunjukan bahwa
onis dan tidak lagi
ggugat dan Tergugat
anya;

diuraikan di atas,
gat dengan Tergugat
h sangat sulit untuk
makna perkawinan
ndang Nomor 1 Tahun
m Islam; Terlebih salah
an tekadnya untuk tidak
inan yang seperti itu sudah
apat lagi mewujudkan rumah
seperti yang dimaksud dalam Al-

rceraian itu sedapat mungkin untuk dapat
dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang
diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia
saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka
Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan
istri (in casu Penggugat), sebagaimana pendapat ahli figh yang terdapat dalam
Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat
Majelis Hakim:

wsol Bl goaldl uoladl o wllas ol asgll ol
o uiandl plgy aro gloiawy ,lusl lgs zoi) Lol
Loglliol
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n kepada hakim apabila dia
yang menyakitkan dari

dapat  menghalangi
8 mereka berdua”;

pertimbangan hukum
asan perceraian yang
Pasal 19 huruf (f)
6 huruf (f) Kompilasi

prsidangan, dengan
prgugat patut untuk
gira Tergugat terhadap

ini termasuk bidang

RIIAYY /

..._..--w- C 39 ayat (1) Undang-Undang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap
Penggugat (xxx);

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

publik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



publik Indonesia

ajelis Hakim Pengadilan
024 Masehi bertepatan
ati Mohamad, S.Ag.,
.., M.H. dan Ahmad
pta, putusan tersebut
k umum oleh Ketua
pingi oleh Maryam

engan dihadiri oleh

? M.H.
Hakim Anggota,

Musaddat Humai Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maryam Usman, A.Md.,SH.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran 'Rp 30.000,00

- ATK Perkara 'Rp 60.000,00
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